
BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR20 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, telah

ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019

tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
b. bahwa sehubungan dengan telah digantinya Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 21 ayat (3)

menyatakan Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, sehingga
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 perlu dicabut,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 71

Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan
Minimal,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757),

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419),

6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2016 Nomor 11),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Tim

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah

Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 71) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2! April 2022
BUPATI AGAM,

2
kd

Lori WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal dl April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

hei
EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 20


